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Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Keterbukaan  Informasi  Publik (KIP) merupakan sarana dalam mengoptimalkan Pelayanan  Publik terhadap  penyelenggaraan  Negara dan  Badan  Publik lainnya serta 
segala
sesuatu 
yang
berakibat 
pada  
kepentingan publik.Informasi merupakan   kebutuhan   pokok  setiap  orang  bagi  pengembangan  pribadi  dan lingkungan sosialnya serta merupakan  bagian penting bagi Ketahanan Nasional. Hak  memperoleh  informasi  merupakan  hak  azasi  manusia  dan  keterbukaan informasi  public  merupakan   salah  satu   ciri  penting  Negara Demokrasi  yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.
Sebagaimana diatur  dalam  UUD   1945  Pasal  28   yang  menyebutkan  bahwa setiap  orang  berhak  untuk   berkomunikasi  dan  memperoleh informasi   guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan  menyimpan informasi  dengan menggunakan  segala jenis  saluran   yang  tersedia  Keberadaan   Undang-Undang  RI  Nomor  14   Tahun
2008,  tentang  Keterbukaan   Informasi   Publik  (KIP),   sangat   penting  sebagai landasan  hukum  yang berkaitan  dengan hak  setiap orang untuk  memperoleh informasi  publik dan kewajiban badan publik dalam menyediakan serta melayani informasi publik secara cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.
A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

 Sebagai pelaksanaan amanat tentang Keterbukaan Informasi Publik, Biro Umum   telah melakukan beberapa hal diantaranya adalah dengan menunjuk dan membuat sebuah Surat Keputusan (SK) Kepala Biro Umum tentang Penetapan Nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 55 Tahun 2017.
B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Publik
1. Sarana Prasarana

Saat ini Biro Umum belum mempunyai ruangan yang khusus untuk Layanan Informasi Publik. Disini Kami menggunakan Komputer, Laptop, Internet, Printer dan lainnya yang ada pada masing-masing Kabag dan Kasubbag Lingkup Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menyampaikan informasi atau berita ke publik.

2. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusianya adalah staf atau pegawai negeri sipil yang ada pada lingkup Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat

3. Anggaran

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Biro Umum segala biaya yang dikeluarkan dibebankan pada Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA Biro Umum Setda Prov. NTB.
C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Umumnya permohonan informasi yang diminta berkaitan dengan permintaan peserta diklat, nomor telepon pejabat dan undangan Diklat. Dan juga ada yang langsung datang untuk meminta informasi. Jawaban yang diberikan pun secara langsung oleh staf atau Pegawai Negeri Sipil yang ada di Lingkup Biro Umum Setda Prov.NTB.

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Pada tahun 2017, Biro Umum tidak memiliki sengketa yang berkaitan dengan informasi publik.

E. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Sebagian informasi publik Biro Umum dapat dilihat pada website Biro Umum Setda Provinsi NTB. Sever website Biro Umum saat ini berada di Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi NTB. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan website Biro Umum adalah kurangnya tenaga ahli Komputer yang menguasai atau yang mengerti tentang Website. Jadi tampilan webiste Biro Umum tidak pernah berubah atau monoton. Dan juga kurangnya informasi dan berita yang dimasukan kedalam website yang menjadi salah satu kendala sehingga isi dari website tersebut jarang di update.
F. Rencana Tindak Lanjut Didalam Memaksimalkan Pemberian Layanan Informasi Publik
Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi publik kami akan berusaha memaksimalkan sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusianya dan sumber daya yang lainnya agar layanan informasi yang diberikan semakin berkualitas.
Demikianlah laporan ini
kami
sampaikan sebagai bahan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan PPID  Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
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